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Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif
No. SK :

Per syar atan

1. formulir permohonan pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif

2. dokumen pendukung

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Wajib Pajak membawa nomor antrian jenis loket tpt di situs kunjung.pajak.go.id.

3. Melampirkan dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa stasus wajib pajak memang akan

kembali aktif seperti surat keterangan bekerja.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Status Wajib Pajak Kembali Aktif

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 21:55. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8176686/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-bali/pengaktifan-kembali-wajib-pajak-non-efektif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
Aot TouA o type unkijpnkK APTEN TANTULAR NO. 4 (GKN 11), RENON 80235 0361263891
pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200

2. Faksimile: (0361) 221285

3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2ZHumas atau unit kerja lainnya.
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